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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa 

hal mengenai Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Apotek oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bantul yang terjadi dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir: 

1. Pengawasan yang dilakukan dinas kesehatan dalam pengawasan 

penyelenggaraan apotek di Kabupaten Bantul sudah bagus dan baik, serta 

dalam perjalanannya selama 2 (dua) tahun terakhir sudah menunjukkan 

peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan dan perizinan dengan 

penurunan jumlah kasus mengenai pelanggaran penyelenggaraan apotek 

daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pengawasan yang di 

lengkapi dengan seorang penyidik pegawai negeri sipil akan melengkapi 

kekurangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 

dalam pengawasan penyelenggaraan apotek.  

2. Penerapan sanksi-sanksi terhadap pihak yang melanggar pengawasan 

dalam penyelenggaraan apotek sudah sesuai dengan peraturan yang 

mengatur penyelenggaraan apotek di Kabupaten Bantul, yaitu Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan 

Perizinan di Bidang Kesehatan yang di dalamnya berisi pengaturan sanksi 

berupa sanksi peringatan, sanksi peringatan keras, sanksi penutupan 
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sementara, dan sanksi penutupan dalam jangka waktu yang belum 

diketahui. 

B. Saran 

 Setelah peneliti menyimpulkan mengenai pengawasan dan penerapan 

sanksi dalam penyelenggaraan apotek, maka peneliti dapat memberikan 

beberapa saran untuk dapat menambah masukan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bantul mengenai pengawasan penyelenggaraan apotek di 

Kabupaten Bantul, yaitu : 

1. Pengawasan yang dilakukan dinas kesehatan seringkali mendapat banyak 

kendala baik teknis atau non teknis. Untuk kedepan kendala seperti belum 

terpenuhinya penyidik pegawai negeri sipil agar diberikan solusi terbaik 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sehingga dinas kesehatan dapat 

memberikan kontribusi yang maksimal dalam pengawasan 

penyelenggaraan apotek. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diharapkan tetap menjaga 

konsistensinya dalam memberikan sanksi-sanksi terhadap apotek yang 

melanggar peraturan dalam penyelenggaraan apotek. 

 

 

 

 


